KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   153 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 46 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  45 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 33 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Bantul; 

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK;

8. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi Bagian, sub Bagian,Sub Dinas, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusu rencana program dan laporan , melayani administrasi kepada seluruh Unit Kerja, mengelola keuangan, melayani urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja;

b. Penyusunan rencana, program dan laporan ;

c. pengelolaan keuangan;

melaksanakan urusan umum, surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan.

.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan laporan;

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

Pasal 5

(1) Sub Bagian Perencanaan dan laporan mempunyai tugas  melakukan penyusunan rencana dan program, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik, informasi dan menyusun lapiran;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran ,pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban;

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas  melakukan urusan umum meliputi surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan , kerumahtanggaan dan perpustakaan serta inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan kehumasan;

Bagian Kedua

Sub Dinas Penempatan Kerja dan Perluasan kerja

Pasal 6

Sub Dinas Penempatan Kerja dan Perluasan kerja mempunyai  tugas menyusun rencana kebijakanketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melkaukan opersional dan fasilitas perijinan perwkilan daerah perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Lembaga Pelayanan Peempatan Swasra (LPPS), Bursa Kerja Khusus (BKK), upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawsan terhadap PJTKI,LPPS dan BKK, tenaga kerja asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan keluar negeri.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas  Penempatan Kerja dan Perluasan kerja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan;

b. Pendaftaran pencari kerja dan pendaftarn lowongan pekerjaan , permintan tenaga kerja;

c. Penyelenggaraan informasi pasar kerj dan bursa kerja;

d. Pelaksanaan operional dan fasilitas perijinan perwakilan daerah PJTKI dan perijinan terhadap PJTKI dan LPPS;

e. Pelaksanan fasilitas dan pengawasan penempatan dan pengirimn tenaga kerja Indonesia;

f. Pelaksanan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;

g. Pemberian ijin kerja dan pembinan bagi tenaga kerja asing dalam jangka waktu tetentu;

h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga bursa tenaga kerja khusus;

i. Pengumpulan data kerja data usaha dan tenaga kerja sector informal;

j. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi calon tenagan Kerja Indonesia (CTKI) yang telah dinyatakan lulus seleksi;

Pasal 8

Sub Dinas Penempatan Kerja dan Perluasan kerja terdiri dari :

a. Seksi Penempatan tenaga Kerja;

b. Seksi Perluasan kerja;

c. Seksi Pendatan dan Informasi ketenagakerjaan;

Pasal  9

(1) Seksi Penempatan tenaga Kerja mempunyai tugas  menyusun rencana dan program penempatn tenag kerja , mempersiapkan bahan fasilitas dan perijinan operasioanl penempatan tenag kerja meliputi penempatan tenaga kerja local, pengiriman tenaga kerja Antar kerja Antar daerah dan pengiriman Tenaga kerja melalui system padat karya dan Pemasyarakatan dan pengumpulan data Terapan teknologi padat karya.

(2) Seksi Perluasan kerja mempunyai tugas  melakukan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja , penugasan belajar tenaga kerja mandiri terdidik, perluasan lapangan kerja melalui system padat karya dan Permasyarakatan dan Pengumpulan data Terapan teknologi padat karya.

(3)  Seksi Pendatan dan Informasi ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ketenagakerjaan, data usaha dan data kerja sector informal, memberi informasi pasar kerja dan bursa kerja serta melksanakan penyulyhan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Pelatihan dan produktifitas Kerja

Pasal 10

Sub Dinas Pelatihan dan produktifitas Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan kebijaksanan latihan dan produktifitas tenag kerja, yang meliputi pengwasan, pemberian perijinan, memfasilitasi, melasanakan pewlatihan tenagan kerja dan produktifits kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktifitas kerja.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub Dinas Pelatihan dan produktifitas Kerja mempunyai fungsi :

a. Pemberian ijin dan pengawasan Lembaga pelatihan swasta dan perusahaan;

b. Pelaksanaan uji ketrampilan;

c. Pelaksanaan opersional dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Swasta, Perusahaan dan pemerintah;

d. Pelaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas kerja sector informal, usaha kecil dan menengah;

e. Pemberian ijin terhadap lembaga pelatihan asing;

f. Pelaksanaan operasional mekanisme program pemagangan ke luar negeri;

g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;

h. Penyiapan standarisasi pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan menengah (LLKUKM), Institusional maupun mobile Trainning Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;

j. Pengaturan pelaksanaan kegiatan infentarisasi kebutuhan pelatihan;

Pasal 12

Sub Dinas Pelatihan dan produktifitas Kerja terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan dan produktifitas;

b. Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan;

Pasal 13

(1) Seksi Pelatihan dan produktifitas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, uji ketrampilan dan akreditasi Lembaga pelatihan swastaopersional produktivitas tenaga kerja dan mekanisme program pemagangan ke luar negeri serta menyiapkan tenaga kerja trampil untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja;

(2) Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas membina, meneliti permohonan perijinan, mengecek ke lapangan dan memproses pemberian ijin opersional lembaga pelatihan swasta, lembaga pelatihan asing serta mengadakan evaluasi dan monitoring kegiatan lembaga pelatihan swasta, perusahaan, Pemerinth dn Lembaga Pelatihan Asing, dan melaksanakan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja serta menyiapkan standarisasi dan test kualifikasi.

Bagian Keempat

Sub Dinas Hubungan Industrial

Dan kesejahteraan Pekerja

Pasal 14

Sub Dinas Hubungan Industrial Dan kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja antara Organisasi kerja/Pekerja dengan Pengusaha, memfasilitasi dan membantu menyelesaikan perselisiahn hubungan industri atau pemutusan hubungan kerja, melaksanakan peningkatan tugas dan peran kerja sam alembaga bipartite dan tripartite, memfasilitasi dan monitoring pelaksanan syarat-syarat kerja dan kesejahteran pekerja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Hubungan Industrial Dan kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitas sarana hubungan industrial;

b. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan pekerja;

c. Pelaksanaan fasilitas organisasi pekerja dan pengusaha;

d. Pelaksanaan fasilitas lembaga kerjasama bipartite dan peningkatan fungsi/peran lembaga tripartite;

e. Pelaksanaan fasilitas monitoring syarat-syarat kerja dan jaminan social tenaga kerja;

f. Pelaksanaan fasilitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja;

g. Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan;

i. Pelaksanaan fasilitas syarat-syarat kerja sector informal;

j. Pelaksanaan fasilitas syarat-syarat kerja tani nelayan.

Pasal 16

Sub Dinas Hubungan Industrial Dan kesejahteraan Pekerja terdiri dari :

a. Seksi Hubungan Kerja dan Syarat-syarat Kerja;

b. Seksi Kesejahteraan Pekerja;

c. Seksi Pelayanan Perselisihan Ketenagakerjaan.

Pasal 17

(1) Seksi Hubungan Kerja dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan dalam rangka memfasilitasi hubungan kerja industrial dan syarat-syarat kerja.

(2) Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi kegiatan koperasi karyawan, jaminan social tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja serta penetapan kebijakan pengupahan tenaga kerja.

(3) Seksi Pelayanan Perselisihan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima

Sub Dinas Transmigrasi

Pasal 18

Sub Transmigrasi Pembukuan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang meliputi transmigrasiumum, swakarya berbantuan dan swakarsa mandiri..

.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan  pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran.

d. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran.

e. Pelayanan penampungan calon transmigran;

f. Pelayanan pengangkutan calon transmigrandari desa asal ke penampungan sementara;

g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah tujuan transmigran.

Pasal 20

Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari :

a. Seksi Penyuluhan dan motivasi Masyarakat;

b. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;

c. Seksi Pemindahan.

Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan dan motivasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan, motivasi masyarakat melalui kelompok, keluarga maupun perorangan dan penyebarluasan informasi ketransmigrasian serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon transmigran 

(2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran dan seleksi transmigran meliputi pelayanan administrasi, fisik kesehatan, mental dan keterampilan, legitimasi calon transmigran serta melakukan penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah.

(3) Seksi pemindahan mempunyai tugas melakukan pelayanan penampungan sementara meliputi pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan mental dan perbekalan, pelayanan pengangkutan dari desa asal ke penampungan sementara, melakukan penampungan sementara, serta pengawalan dalam perjalanan dan penyerahan transmigran di lokasi tujuan termasuk koordinasi dengan daerah tujuan transmigrasi. 

Bagian Keenam

Sub Dinas Pengawasan

Pasal 22

Sub Dinas Pengawasan mempunyai tugas merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakanoperasional pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Sub Dinas Pengawasan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan operasional dan law Inforcement terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan Kabupaten;

b. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur dan perselisihan hak;

c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur, kerja malam wanita dan tenaga kerja asing;

d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendasi pliklinik dan jasa boga di perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Kimia, penunjukan Petugas K3 Bidang Kimia, Pengesahan Instalasi Listrik;

e. Pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur petir, pengesahan instalasi proteksi Kebakaran, perijinan pesawat lif listrik;

f. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan, botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3, pemeriksaan dan pelatihan hyperkes;

g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 24

Sub Dinas Pengawasan terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

b. Seksi keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 25

(1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan dan pengendalianterhadap norma ketenagakerjaan dan pelaksanaan transmirasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Seksi keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi, penyuluhan dan koordinasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Balai Latihan Kerja

Pasal 26

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknis meliputi latihan kerja dan teknis pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, UPTD BLK mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan latihan kerja;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran;

c. Pelaksanaan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau pasar kerja;

d. Palaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 29

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 33 TAHUN 2001

